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ABSTRAK 

 

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam 

sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait pidana mati. Dalam KUHP 

Nasional, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan 

sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara terbatas. 

Pergeseran ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang berorientasi 

pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan 

sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konsep pidana mati sebagai 

pidana alternatif, mekanisme penerapannya, serta implikasinya terhadap tujuan 

pemidanaan modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 hanya dapat dijatuhkan secara selektif terhadap kejahatan luar 

biasa dengan kemungkinan pengalihan ke pidana penjara melalui masa percobaan. 

Meskipun mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, pengaturan 

ini masih memerlukan pedoman pemidanaan yang jelas, evaluasi objektif, dan 

penguatan sistem pemasyarakatan agar selaras dengan arah reformasi hukum 

pidana nasional. 

 

 

Kata Kunci: Pidana Mati; Pidana Alternatif; KUHP Nasional; Pemidanaan 

Modern; Keadilan Substantif. 
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ABSTRACT 

The enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 

2023 introduces a fundamental change in Indonesia’s sentencing system, 

particularly with regard to the death penalty. Under the National Criminal Code, 

the death penalty is no longer positioned as a principal punishment but as a special 

punishment of an alternative nature, imposed in a limited manner. This shift reflects 

the direction of criminal law reform that emphasizes humanitarian values, 

substantive justice, and respect for human rights. 

This research employs a normative legal research method using statutory, 

conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are 

qualitatively analyzed to examine the concept of the death penalty as an alternative 

punishment, its application mechanism, and its implications for the objectives of 

modern sentencing within the Indonesian criminal justice system. 

The findings indicate that under Law Number 1 of 2023, the death penalty 

may only be imposed selectively for extraordinary crimes, with the possibility of 

commutation to imprisonment through a probationary period. Although this 

regulation reflects a more humane sentencing approach, it still requires clear 

sentencing guidelines, objective evaluation mechanisms, and the strengthening of 

the correctional system to ensure alignment with the direction of national criminal 

law reform. 

 

Keywords: Death Penalty; Alternative Punishment; National Criminal Code; 

Modern Sentencing; Substantive Justice.
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